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PENDIDIKAN murah apalagi
pendidikan gratis terkesan masih
menjadi mimpi bagi warga Kota

Palu. Anggaran pendidikan belum
begitu memihak keinginan warga pada
. umumnya.

Oleh: INDAR ISMAIL

Anggaran pemerintah
yang dialokasikan melalui
dana bantuan operasional
sekolah (BOS) daerah di-
tambah APBN dan APBD
provinsi rupanya belum
8 juga membebaskan seluruh

" biaya pendidikan. Makanya,
pemerintah tidak bisa me-
larang sekolah meminta

partisipasi orang tua siswa.
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palu, Ardiansyah

.Lamasitudju, mengatakan

pihaknya telah menginventa-
risir biaya pendidikan minimal
setiap siswa, per tahun. Untuk
murid sekolah dasar, baik ne-
geri maupun swasta sejumlah
Rp900ribu,
pelajar SMP
sebesar
Rp1l juta,
siswa SMA
Rp1,2 juta
dan siswa
SMK Rp1,6
juta,

BARU BETENGAH DITANGGUNG BOBDA
Pendidikan Murah Masih Jadi Mimpi

Ardiansyah, belum semua dari
biaya pendidikan itu yang di-
tanggung negara. Dicontohkan,
untuk siswa SMA, hanya seki-
tar Rp600 ribu lebih yang di-
tanggung negara. Yakni, Rp85
ribu per siswa dari Bosda,
ditambah Bos yang dibiayai
APBN Rp500 ribu dan Bos

Biaya Pendidikan Minimal
Per Siswa di Palu Per Tahun-

sejumlah Rp 60 ribu.

“Berarti baru Rp600 ribu.
Dari biaya siswa per tahun
Rp1,2 juta, jadi Rp600 ribu lagi
dari mana. Maka saya bilang
tadi (di Dekot), harus ditam-
bah lagi dana rutin sekolah,”
katanya kepada wartawan usai
rapatdi DPRD Kota Palu, Senin
(24/6/2013).

Baca PENDIDIKAN di hal.11

Menurut

Sumber: Kadis Pendidikan Palu
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Tidak Dibenarkan Sekolah Negeri Lakukan Pungutan

< PENDIDIKANG W e i i oy e B R X r e e SRR e sambungan dari hal. 1

Karenanya, sekaitan dengan pe-
nyusunan anggaran di DPRD Kota
Palu, pihaknya mendorong melalui
Badan Anggaran agar kekurangan
biaya tersebut diatasi oleh pemer-
intah. “Kalau pun itu lebih dari se
tengah kekurangan itu, ya minimal
sedikit lagi yang ditanggung lagi oleh
partisipasi tadi. Artinya semakin me-
ringankan orang tua. Yang pasti, ada
didorong karena ini perintahnya pimpi-
nan (walikota),” tukasnya.

Tahun ini Pemerintah Kota Palu

mengalokasikan Rp2 miliar untuk
Bosda SD dan SMP. Juga Rp2 miliar
untuk Bosda SMA. Istimewanya ta-
hun ini, Dinas Pendidikan Kota Palu
mengalokasikan semua dana rutin
sekolah negeri dan swasta dalam
Bosda. Ini semata-mata untuk me-
ringankan beban sekolah swasta.
Sementara itu sekaitan dengan pe-
nerimaan siswa baru, tidak dibenar-
kan sekolah negeri melakukan pun-
gutan saat pendaftaran. “Kalau dia
memungut itu dapat teguran. Kecuali
kalau sudah diterima siswanya, ada

mungkin komitmen orang tua murid
yang mampu. Yang miskin tidak bisa.
Jadi, siapa yang mau berpartisipasi
silakan,” tukasnya.

Sedangkan untuk sekolah swasta,
dinas pendidikan tidak bisa me-
maksakan melakukan pungutan,
sebab itu kewenangan yayasan.
“Semua orang yang memiliki lega-
litas keterangan tentang miskin, itu
tidak bisa dipungut. Tetapi kalau ada
orang tua mau menyumbang, saya
juga tidak bisa melarang karena itu
tidak ada larangan,” tekannya. ***




